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Jalan Diponegoro Kel Pasar Teluk Dalam, Kec Teluk Dalam Kode Pos 22865

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR : 503/ Y % IDPMPPTSP/2018

TENTANG d -
[ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) “HARENORO BALOHILI DESA
HARENORO KECAMATAN LAHUSA KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca a bahwa dalam rangka meningkatkan derajat pendidikan mgsyarakat dan pemerataan
kesempatan pendidikan, periu penambahan sarana pendidikan;

b surat permohonan FOANOITA BUULOLO, Amd. Th Nomor : — tan_ggal 10 Agustus
2018 Perihal Permohonan lzin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
*HARENORO"

c surat Rekomendasi Camat Lahusa Kabupaten Nias Selatan Nomor
138/604/12 14 03/2018, Tanggal 07 Agustus 2018, dan Surat Rekomendasu dari
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan
Nomor - 470/42/Cabdis-LHS/2018, Tanggal 24 Agustus 2018.

d. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor : 503/421.1/2116-DISDIK/2018,
Tanggal 04 September 2018

e berdasarkan perimbangan sebagaimana pada huruf a, huruf b, ¢, d dan huruf e,
diatas periu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Selatan tentang Izin Mendirikan
Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “Harenoro” Balohili Desa Harenoro
Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan

Mengingat ©~ 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias
Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi
Sumatera Utara;

2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah;

5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

2 :epatyelengg;ram P%layl:nan Terpadu Satu Pintu;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T
A U ek ege ahun 2015 tentang Pembentukan
11. Peraturan Menteri Pendidikan Pendidikan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Kab/Kota;

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomo
2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal b

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 201
1 2014 tentang
Pedoman .Pmdlfian. Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Ket 2016 %
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